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BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pada Bab-Bab di muka, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :
A. Kesimpulan

I. Seluruh perkawinan di Kecamatan Pringgabava harus ditangani oleh Kantor

Urusan Agama sebagai perangkat terendah Departeman Agama yang berada
~ ditingkat Kecamatan bagi mereka yang beragama islam dengan cara-cara vang
diridoi Allah SW'T.

2. ddalam  hal  pencatatan  perkawinan  pada  kenyataannva  letak
pertanggungjawabannya bukan hanya dibebankan kepada pihak KUA saja
(sebagai salah satu instansi yang berwenang melaksanakan perkawinan bagi vang
beragman islam). Akan tetapi pihak-pihak yang berada diluar KUA juga ikut
benanggungja;;&zab vaitu kedua mempelai sendiri, dan pihak aparat pemerintahan
desa sebagai pthak yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kelengkapan
untuk menikah.

3. Pernah terjadi perkawinan yang dibatalkan oleh pengadilan agama, dan pihak
kantor urusan agama (KUA) diminta pertanggungjawabannya atas pelaksanaan
perkawinan vang dibatalkan tersebut, pihak KUA akan mepertanggungjawabkan

atas pelaksanaan perkawinan itu selama dalam hal-hal yang diketahuinya.



